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AbstrakDesa saat ini menjadi komponen penting dalam pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi sasaranpembangunan tetapi menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Melalui otonomi desa, pemerintah desa dituntutuntuk mampu merespon problematika di desa dengan sebuah kebijakan atau program. Penelitian ini dilakukandengan tujuan, pertama untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan APBDes di beberapa desatertinggal di Kecamatan Kintamani yaitu Desa Binyan, Mengani, Ulian, Langgahan, dan Abuan. Kedua, untukmenganalisis tantangan dan hambatan dalam perencanaan dan penyusunan APBDes. Ketiga, untuk menganalisisrelevansi APBDes dengan arah tujuan pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan deskriptif dan pengumpulan data diperoleh dari dari hasil wawancara, dokumen serta studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi analisis struktur Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli belum mencerminkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatandengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran yang disusun denganpendekatan kinerja tersebut, mengutamakan outcome dan output. Prinsip-prinsip anggaran juga tidakdikesampingkan yakni transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dankeadilan anggaran sesuai dengan salah satu asas yaitu value for money.
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Abstract
This article was prepared in the background of the management of the Village Fund is not on target and its use is not
yet optimal. This article is intended to analyze the impact of management and use of the Village Fund on regional
development. Research method with qualitative approach. The results show; management and use of the Village Fund
does not have a significant impact on the growth of regional development and the village development program is out
of sync with the Regional development policy (RPJM Daerah). This impact is due to: a. The village has wide authority
in determining its program plan, b. Areas lacking the authority to integrate development program policies. To
integrate the synchronous village development program with the regional development policy, it is necessary to have
the intervention authority of the Local Government regulation in order to direct the Village program to refer to
regional development policy.
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PENDAHULUANDinamika peran desa sebagai bagianintegral pembangunan nasional serasaterpinggirkan. Desa hanya menjadi sebuahobyek pembangunan dibawah kontrolpemerintah pusat dan pemerintah daerah.Otonomi desa memberikan sebuah harapandalam mengembalikan peran desa sebagaiporos atau dasar pembangunan negara.Undang-undang no 5 tahun 2014 sebagaisebuah kebijakan atas tuntutan masyarakatdesa beserta perangkat desa akan pemerataankewenangan kepada desa dalam tata kelolapemerintahan di Indonesia. Desa diberikankekuasaan dan kewenangan dalam mengaturrumah tangganya sendiri yang telah diaturdalam konstitusi serta memperoleh dana desa(grant) sesuai dengan luas wilayah dankondisi masyarakat. Sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat desa maka aparatdesa wajib menyusun anggaran pendapatandan belanja desa (APBDes).Otonomi desa dalam implementasinyamengalami tantangan dan hambatan,khususnya di Provinsi Bali. Bali memilikikeunikkan tersendiri dibandingkan dengandaerah lain di Indonesia karena mengenal duajenis desa yaitu desa adat (pekraman) dandesa dinas. Dualisme desa adat (pakraman)dan desa dinas seharusnya mampu menjadisebuah sinergitas dalam meningkatkan peranseluruh komponen pemerintahan desa dalamberkontribusi kepada masyarakat. Salah satuindikator dalam melihat hal tersebut adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes). APBDes merupakan bentuk
tangggung jawab pemerintahan desa kepadamasyarakat melalui kebijakan-kebijakan yangdibiayai selama satu tahun anggaran. Hal iniyang dimaknai sebagai sebuah komitmen,seperti pendapat Kumorotomo (2013) bahwaanggaran harus punya keterkaitan langsungdengan kebijakan strategis. Prinsip-prinsipseperti money follows function (uangmengikuti fungsi) atau values for money (uangharus menghasilkan manfaat riil) menjadibagian penting dalam perencanaan danpenyusunan APBDes. Kondisi tersebutmenjadi tantangan dan masalah dalamimplementasi khususnya di Provinsi Balikarena baru sedikit pemerintaan desa yangmenyetor APBDes kepada pemerintah daerah(kabupaten/kota). Sejumlah desa danprogram desa terkena imbas dariketerlambatan dalam menyetor APBDes(NusaBali, 21 Januari 2016). Banyak dari paraaparat desa yang belum memahami ataumengatahui secara teknis cara dalammenyusun APBDes tersebut.Bangli sebagai salah satu daerah tujuanwisatawan asing dan domestik di Baliseharusnya mampu mengatasi permasalahankhususnya kemiskinan. Hal menjadi sebuahindikasi ada permasalahan yang menarikuntuk dikaji. Selain itu, permasalahan yangkrusial lainnya yaitu terkait hasil kajianBappenas yang menyatakan ada 6 desatertinggal di Bali, dimana dari keenam desa ituada 5 desa di kecamatan KintamaniKabupaten Bangli. Satu desa tertinggal lainnyaberada di Kabupaten Buleleng  tepatnya diDesa Sepang Kelod, Kecamatan Busungbiu.
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Adapun lima desa tertinggal yang ada diKecamatan Kintamani tersebut adalah DesaBinyan, Desa Mengani, Desa Ulian, DesaLanggahan dan Desa Abuan  (Tribunnews,2016)Otonomi desa menjadi sebuah harapandan tantangan bagi pemerintah desa sertamasyarakat desa. Harapan dalam arti bahwamasyarakat desa dapat memberikan aspirasidan kontrol terhadap birokrasi pemerintahanterdepadan yaitu pemerintahan desa.Nantinya, pemerintahan desa dapat meresponsecara langsung apa yang telah diharapkanmasyarakat desa. Di sisi lain, otonomi desamemberikan tantangan bagi pemerintahandesa dalam membuat kebijakan sesuai dengananggaran yang dimiliki. APBDes harusmenjadi sebuah cerminan harapan dantuntutan masyarakat yang nantinya akandiwujudkan oleh pemerintah desa. Selain ituperencanaan dan penyusunan APBdesdiharapkan mampu meningkat kualitas tarafhidup masyarakat desa sehingga tidak lagimasuk dalam kategori desa tertinggal.Wildavsky dan Caiden dalam Wahab(2012) menyebutkan bahwa anggaran adalahsuatu refleksi keuangan terhadap apa yangdilakukan oleh pemerintah atau apa yanghendak dilakukannya. Mandica (2001:5)mengatakan bahwa dalam perspektifdesentralisasi, pemerintah daerah sebaiknyamemainkan peran dalam penyusunananggaran sebagai berikut:1. Menetapkan prioritas anggaranberdasarkan kebutuhan penduduknya,
bukan berdasarkan perintahpenyeragaman dari pemerintah nasional;2. Mengatur keuangan daerah termasukpengaturan tingkat dan level pajak danpengeluaran yang memenuhi standardkebutuhan publik di wilayahnya;3. Menyediakan pelayanan dan servis pajaksebagaimana yang diinginkan oleh publikdan kepentingan daerah masing-masing;4. Mempertimbangkan dengan seksamakeuntungan sosial dari setiap programdan rencana pembangunan, bukan hanyakepentingan konstituen tertentu;5. Menggunakan daya dan kekuatan secaraindependen dalam mewujudkan danmenstimulasikan konsep pembangunanekonomi;6. Memfokuskan agenda dan penetapanprogram ekonomi dalam anggaran yangmendukung kestabilan pertumbuhan danpenyediaan lapangan kerja di daerah;7. Menentukan batas kenormalanpengeluaran sesuai dengan kebutuhandaerah;8. Mencari dan menciptakan sumber-sumberpendapatan daerah sehingga mengurangiketergantungan pada subsidi nasional.Baswir (1998), mengemukakan bahwapenyusunan anggaran berdasarkan suatustruktur dan klasifikasi tertentu adalah suatulangkah penting untuk mendapatkan sistempenganggaran yang baik dan berfungsisebagai pedoman bagi pemerintah dalammengelola negara, sebagai alat pengawas bagimasyarakat terhadap kebijaksanaan dankemampuan pemerintah. Penyusunan
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anggaran tidak bisa dilepaskan darikarakteristik suatu daerah, untuk dijadikansebagai dasar pertimbangan dalampengalokasian anggaran.
METODE PENELITIANPenelitian ini merupakan penelitiandeskriptif dengan pendakatan kualitatif,penelitian deskriptif dimaksudkan untukpengukuran yang cermat terhadap fenomenasosial tertentu (Singarimbun dan Effendi1989). Peneliti melakukan analisis terhadapAPBDes, mulai dari perencanaan, penyusunanhingga pengalokasian anggaran dalampembangunann di desa. Penelitian inidilakukan di salah satu desa di KabupatenBangli, penentuan daerah penelitian secarapurposive. Daerah tersebut masuk kategoridesa tertinggal di kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli, yaitu desa Binyan,mengani, Ulian, langgahan, dan AbuanKintamani. Obyek penelitian ini adalah prosesperencanaan dan penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja sebagai bentukkomitmen pemerintah desa dalampembangunan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Good Governance di DesaMembahas tentang good governancesangatlah kompleks karena pandanganpandangan, kriteria dan makna mengenai
good governance. Karena itu membangunansebuah good governance dan dibawa dalamotonomi derah dan otonomi desa menjaditantangan tersendiri. Perbedaan persepsi
dalam membangun komitmen dan membukapartisipasi semua elemen-elemen di daerahmenjadi hambatan belum lagi masalah kulturatau budaya masyarakat kita sebab good
governance berkembang di negara maju yangbelum tentu sesuai atau dapat diciptakandisini. Terlepas dari berbagai polemik yangada mari kita melihat pandangan GarryStocker (Fadillah, 2004) yang disebut sebagaipenggagas pertama good governance. Denganlima konsepnya tentang good governanceyaitu: a) Pemanfaatan seperangkat institusidan aktor baik dalam maupun luarpemerintahan; b) Menyatupadunya kekuatanpemerintah, sektor swasta dan masyarakat; c)Kesalingtergantungan antara ketiga kekuatantersebut; d) Terbentuknya jaringan tersendiriantara ketiga kekuatan tersebut; f)Pemerintah cukup sebagai catalalic agentyang memberikan arahan, tidak perlumenjalankan sendiri.Kelima konsep tersebut, dicoba untukmerefleksikan pelaksanaan otonomi daerahguna menciptaan good governance. Peranaktor-aktor pun coba disinergikan secarapositif yaitu pemerintah, swasta danmasyarakat. Hubungan ketiga harus seimbangjangan sampai menimbulkan ketimpangandisatu sisi saja. Pemerintah daerah berperanmembuka lingkungan politik yang kondusifdan hukum. Meningkatkan kepercayaanterhadap swasta dan masyarakat, karenaswasta nantinya melakukan investasi dibidangtertentu untuk meningkatkan pendapatandaerah dan membuka lapngan kerja. Karenajelas pemerintah daerah tidak mampu
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membuka lapangan kerja karena kuotapegawai negeri yang terbatas. Swasta jugamembantu meningkatkan perekonomiandaerah sebagai bentuk investasi. Dan peranmasyarakat membangun interaksi sosialpolitik, berpartisipasi pembangunan di daerahserta sebagai kontrol melalui wakil-wakilrakyat di legislatif.
Menerapkan good governance di tingkatdesa bukan sesuatu yang mustahil danmenjadi sesuatu yang menarik dalammendukung desa menjadi sentralpembangunan. Pemerintah desa menjadi
governance desa yang mempunyai relasidengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil,dan masyarakat ekonomi (Tabel 2.1).Tabel 2.1 Peta Governance di Level DesaElemenGovernance Aktor Arena Isu RelasionalNegara Kepala desa danperangkat desa Regulasi, kontrol padamasyarakat, pengelolaankebijakan, keuangan,pelayanan.
Akuntabilitas,transparansi,responsivitas, dankapasitasMasyarakatpolitik Badan Perwakilan Desa Representasi, artikulasi,agregasi, formulasi,legislasi, sosialisasi, control Kapasitas, akuntabilitas,dan responsivitasMasyarakatsipil Institusi sosial,organisasi sosial, wargamasyarkat Keswadayaan, kerja sama,gotong-royong, jaringansocial. Partisipasi (voice, access,dan control)Masyarakatekonomi Pelaku dan organisasiekonomi Produksi dan distribusi Akses kebijakanakuntabilitas socialSumber: Dwipayana dan Eko (dalam Sidik, 2015)Konsep governance di level desa banyakmelibatkan komponen masyarakat terutamatokoh adat dan agama. Mewujudkan good
governance di tingkat desa seperti hal ditingkat negara dan pemerintah daerahmemerlukan sinergitas yang ideal denganmemposisikan pemerintah daerah sebagaisentral pembangunan multisektoral di desa.
Konsep DesaDesa merupakan kesatuan masyarakathukum (adat) yang memiliki otonomi aslidalam bentuk kewenangan untuk mengelola
dan menyelenggarakan kehidupan sosialnyasendiri (Gunawan, 2013). Desa bagian integraldalam sebuah pemerintahan negara, jikadahulu lebih dikenal dengan pemerintahankerajaan maka kondisi inilah yangmenegaskan kembali bahwa diperlukansebuah eksistensi keberadaan desa. Desamenjadi poros pembangunan seperti pada tabel2.1, bahwa desa yang terdepan dalammendukung pembangunan nasional sehinggapola pembangunan nasional bersifat bottom-updimana desa diberikan peran yang signifikan.
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Tabel 2.2. Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU DesaDesa Lama Desa BaruPayung Hukum UU No. 32/2004 dan PP No.72/2005 UU No. 6/2014Asas Utama Desentralisasi-risualitas Rekognisi-subsidiaritasKedudukan Sebagai organisasipemerintahan yang beradadalam sistem pemerintahankabupaten/kota (local state
government)
Sebagai pemerintahanmasyarakat, hybrid antara self
govering community dan local
self governmentPosisi dan perankabupaten.kota Kabupaten.kota mempunyaikewenangan yang besar dan luasdalam mengatur dan mengurusdesa
Kabupaten/kota mempunyaikewenangan yang terbatas danstrategis dalam mengatur danmengurus desa: termasukmengatur dan mengurus bidangurusan desa yang tidak perluditangani langsung oleh pusat.
Delivery kewenangan danprogram Target MandatPolitik tempat Lokasi: Desa sebagai proyek dariatas Arena: Desa sebagai arena bagiorang desa untukmenyelenggarakanpemerintahan, pembangunan,pemberdayaan dankemasyarakatanPosisi dalam pembangunan Obyek SubyekModel Pembangunan Government driven developmentatau community driven
development
Village driven development
Pendekatan dan tindakan Imposisi dan mutilasi sektoral Fasilitas, emansipasi dankonsolidasiSumber: Desa Membangun Indonesia (2014)
Otonomi DesaWidjaja (2003) menyatakan bahwaotonomi desa merupakan otonomi asli, bulat,dan utuh serta bukan merupakan pemberiandari pemerintah. Sebaliknya pemerintahberkewajiban menghormati otonomi asli yangdimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai susunanasli berdasarkan hak istimewa, desa dapatmelakukan perbuatan hukum baik hukumpublik maupun hukum perdata, memilikikekayaan, harta benda serta dapat dituntutdan menuntut di muka pengadilan.Dengan dimulai dikeluarkannyaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yangkemudian disempurnakan dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004, selanjutnya diperbaharui lagidengan Undang-undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerahmemberikan landasan kuat bagi desa dalammewujudkan “Development Community”dimana desa tidak lagi sebagai leveladministrasi atau bawahan daerah tetapisebaliknya sebagai “Independent Community”yaitu desa dan masyarakatnya berhakberbicara atas kepentingan masyarakatsendiri. Desa diberi kewenangan untukmengatur desanya secara mandiri termasukbidang sosial, politik dan ekonomi. Denganadanya kemandirian ini diharapkan akan
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dapat meningkatkan partisipasi masyarakatdesa dalam pembangunan sosial dan politik.Pemerintah Desa merupakan salah satulembaga yang ada dalam susunankelembagaan pemerintahan Indonesia yangperlu dibangun dan diberdayakan. Karenadesa berperan penting dalam setiap proseskebijakan serta menjadi penting dalampemerataan pembangunan di Indonesia. Halini juga sejalan dengan konsep pembangunanpemerintah saat ini yang lebih berfokus padakonsep membangun Indonesia dari pinggiranmaka salah satu yang dimaksud pinggiraanadalah Desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) dalam menyusun rencana anggarandilakukan dengan melibatkan partisipasimasyarakat dalam bentuk musywarah desa(musdes), sehingga tahapan penyusunan danperencanaan para pengusul berkewajibanatau berhak ikut serta dalam musyawarahdesa adalah masyarakat, dimana perencanaanpembangunan yang akan dilakukanmerupakan kebijakan yang mendorongmasyarakat (publik) dalam prosespengambilan keputusan, melalui usulan-usulan oleh  masyarakat itu sendiri dan yangberhak terlibat dalam proses musyawarahdesa adalah seluruh komponen masyarakatdesa seperti : Kepala Desa, Kepala Dusun,Perangkat desa, Badan Perwakilan Desa,Lembaga Permusyawaratan Desa, PKK desa,sekhaa Truna, Kelian Desa Pekraman danTokoh masyarakat.Musyawarah tingkat desa dilaksanakanuntuk menyatukan pandangan dan sinergitas
dalam berbagai kepentingan dan kebutuhanmasyarakat desa sehingga menjadi suatuusulan yang terpadu untukdiimplementasikan didalam penyusunan danperencanaan anggaran pendapatan belanjadesa sesuai dengan pos-pos anggaran yangmengedepankan skala prioritas pembangunandesa. Tahapan pelaksanaan musyawarah desadalam perencanaan dan penyusunan anggaranpendapatan belanja desa (APBDes) dibeberapa desa tertinggal di KecamatanKintamani, Kabupaten Bangli adalah sebagaiberikut: a) Mempresentasikan skala prioritasmasalah desa seperti : kemiskinan,pembangunan infrastruktur jalan,pemberdayaan masyarakat dan pembangunanpeningkatan sumberdaya manusia; b)Membahas pelaksanaan pembangunan desatahun sebelumnya baik yang telah terealisasidan atau yang belum terealisasi; c) Membahasskala prioritas pembangunan desa tahun yangakan datang dan pendanaannya sesuai denganpotensi dan permasalahan yang ada di desa.Secara umum perencanaan danpenyusunan Anggaran Pendapatan BelanjaDesa berjalan sesuai dengan keinginan ataukebutuhan masyarakat melalui mekanismeyang telah ditentukan di masing-masing desatertinggal di Kecamatan Kintamani,Kabupaten Bangli.
Desa LanggahanDesa langgahan merupakan salah satudesa yang tergolong tertinggal berdasarkandata Bappenas. Kondisi geografis desalanggahan lebih kepada daerah pertanian
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dimana lahan perkebunan mendominasipertanian dengan luas lahan sebesar 300hektar. APBDes Desa Langgahan mengalamidefisit yaitu total belanja desa lebih tinggidibandingkan pendapatan desa. Hal tersebutmenjadi sebuah catatan dalam pengelolaankeuangan desa agar lebih efisien sesuaidengan salah satu asas yaitu value for money.Dari segi pendapatan desa memang alokasiyang terbesar tetap dari alokasi dana desaberdasarkan dana perimbangan KabupatenBangli. Penggunan belanja desa langgahanuntuk belaja pegawai, kegiatan operasinal,tunjangan dan operasional BPD sebesar 27.18persen dari total belanja APBDes tahun 2017,sedangkan sisanya sekitar 72.82 persen untukbidang pembangunan, pembinaan danpemberdayaan masyarakat di desa langgahan.
Desa AbuanKondisi geografis desa abuan hampirserupa dengan desa langgahan, dimanamayoritas lahan adalah lahan pertanianterutama perkebunan dan persawahan. Olehkarena itu, perlu melihat sejauh manakomitmen pemerintahan desa abuan dalamperencanaan dan penyusunan APBDes agarsesuai dengan potensi desa ABuan itu sendiridan kebutuhan masyarakatnya. ada beberapatarget belanja desa yang baru sebagianterealisasi. Kondisi tersebut memberikanbeberapa indikasi yaitu belum memenuhi asas
value for money khususnya pada indikatorekonomis yaitu tidak mampumempergunakan seluruh anggaran yangdiperoleh untuk kegiatan kepada masyarakat.Selanjutnya, prosentase alokasi anggaran
untuk operasional desa sebesar 38.12 persenyaitu melebihi dari batas maksimum 30persen dari aturan yang berlaku, sedangkanalokasi anggaran untuk bidang pembangunan,pembinaan dan pemberdayaan menjadikurang dari 70% yang juga lebih dari batasminimum alokasi yang telah ditentukan.
Desa BinyanSebagai salah satu desa tertinggal padakabupaten Bangli, desa Binyan harus mampumerubah stigma tersebut denganmempergunakan APBDes sesuai dengankebutuhan dan tuntutan masyarakat. Olehkarena itu pada perencanaan dan penyusunanAPBDes menjadi bagian penting sebagaikomitmen pemerintahan desa dalammeningkatkan kualitas taraf hidupmasyarakat desa. APBDes Desa Binyanmengalami defisit yaitu total belanja desalebih tinggi dibandingkan pendapatan desa.Hal tersebut menjadi sebuah catatan dalampengelolaan keuangan desa agar lebih efisiensesuai dengan salah satu asas yaitu value for
money. ada beberapa kegiatan yang perludipertimbangkan terkait urgensinya kepadamasyarakat desa Binyan seperti:pembangunan serta pemeliharaan yang tidakjelas untuk pembangunan seperti apa. Akantetapi sebagai salah satu desa tertinggal, desaBinyan mempergunakan alokasi belanja desadengan baik. Hal tersebut terlihat dari banyakkegiatan yang bersinggungan denganmasyarakat miskin seperti Polkesdes,Pembinaan LPM, penyuluhan sadar hukumdan pengutan kapasitas kelompok tani.
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Desa UlianSebagai salah satu desa tertinggal padakabupaten Bangli, desa Ulian harus mampumerubah stigma tersebut denganmempergunakan APBDes sesuai dengankebutuhan dan tuntutan masyarakat. APBDesDesa Ulian mengalami defisit yaitu totalbelanja desa lebih tinggi dibandingkanpendapatan desa. prosentase alokasi anggaranuntuk operasional desa sebesar 26.04 persenyaitu dibawah dari batas maksimum 30persen dari aturan yang berlaku, sedangkanalokasi anggaran untuk bidang pembangunan,pembinaan dan pemberdayaan sekitar73.96% yang berarti sudah sesuai denganbatas minimun yang telah ditentukan yaitu 70%. ada beberapa kegiatan yang perludipertimbangkan terkait urgensinya kepadamasyarakat desa Ulian seperti: pembangunanserta pemeliharaan yang tidak jelas untukpembangunan seperti apa. Akan tetapi sebagaisalah satu desa tertinggal, desa Ulianmempergunakan alokasi belanja desa denganbaik. Hal tersebut terlihat dari banyakkegiatan yang bersinggungan denganmasyarakat miskin seperti sanitasilingkungan, Pembinaan LPM, penyuluhankelompok biina keluarga dan pengutankapasitas kelompok tani.
Desa MenganiSebagai salah satu desa tertinggal padakabupaten Bangli, desa Mengani harusmampu merubah stigma tersebut denganmempergunakan APBDes sesuai dengankebutuhan dan tuntutan masyarakat. APBDesDesa Mengani mengalami defisit yg cukup
signifikan sekitar 141 juta rupiah yaitu totalbelanja desa lebih tinggi dibandingkanpendapatan desa. Hal tersebut menjadisebuah catatan dalam pengelolaan keuangandesa agar lebih efisien sesuai dengan salahsatu asas yaitu value for money. Dari segipendapatan desa memang alokasi yangterbesar tetap dari alokasi dana desaberdasarkan dana perimbangan KabupatenBangli. Serta dana desa berdasarkan APBNyang diberikan ke masing-masing desa sesuaimandat Undang-undang no 6 Tahun 2014.Selanjutnya, prosentase alokasi anggaranuntuk operasional desa sebesar 28.10 persenyaitu dibawah dari batas maksimum 30persen dari aturan yang berlaku, sedangkanalokasi anggaran untuk bidang pembangunan,pembinaan dan pemberdayaan sekitar 71.90% yang berarti sudah sesuai dengan batasminimun yang telah ditentukan yaitu 70 %.Selain itu, sisi positif dari APBDes tersebutlebih berimbang terutama antara pembinaandan pemberdayaan dari segi alokasi anggaran.ada beberapa kegiatan yang perludipertimbangkan terkait urgensinya kepadamasyarakat Desa Mengani seperti:pembangunan serta pemeliharaan yang tidakjelas untuk pembangunan seperti apa. Akantetapi sebagai salah satu desa tertinggal, desamengani mempergunakan alokasi belanjadesa dengan baik. Hal tersebut terlihat daribanyak kegiatan yang bersinggungan denganmasyarakat miskin seperti sarana sanitasilingkungan, poskesdes, pembangunan Bumdesdan penguatan kapasitas kelompok tani.Kondisi tersebut sangat berkaitan kebutuhan
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primer masyarakat di bidang kesehatan,kebersihan lingkungan, perekonomian lokaldan pengembangan kapasitas masyarakatkhususnya petani.Menurut peneliti sejalan denganpendapat para pakar maka perencanaan danpenganggaran merupakan rangkaian kegiatandalam satu kesatuan. Penyusunan rencanaperlu memperhatikan kemampuan keuangandesa atau keuangan daerah yang tersedia.Sehingga dalam penerapannya, konsekuensiatas integrasi kegiatan perencanaanpembangunan dan penganggaran perludiperhatikan. Perencanaan dan penganggaranmerupakan proses yang terintegrasi olehkarenanya output dari perencanaan adalahpenganggaran. Sehingga akan lebih bijak biladalam proses musrenbang diberikaninformasi mengenai kemampuan keuanganPemerintah desa dimaksudkan agarmasyarakat juga lebih bijak dalammemberikan usulan kegiatan pembangunan.Bila usulan kegiatan pembangunan darimasyarakat lebih mempertimbangkankemampuan keuangan tentunya usulan akanlebih terarah dan pada gilirannya semakinmemberikan peluang usulan kegiatan tersebutdapat diwujudkan pembangunannya. Keadaanini tentunya akan menambah jumlah usulanmasyarakat yang diformulasikan dalamAPBDes sehingga pelaksanaan pembangunanyang memperhatikan kepentingan masyarakatsemakin berpeluang untuk terwujud.Peran dan partisipasi masyarakat dalammekanisme perencanaan dan penyusunanAnggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
di beberapa Desa kategori tertinggal diKecamatan Kintamani Kabupaten Banglikurang optimal karena meskipun dalamperaturan perundangan disebutkan bahwamasyarakat berhak memberikan masukansecara lisan atau tertulis dalam rangkapenyiapan atau pembahasan perencanaanAPBDes melalui musyawarah desa namun darihasil penelitian menunjukkan partisipasimasyarakat masih sangat formalitas danperhatian masyarakat terhadap perencanaandan penyusunan APBDes masih sangatterbatas dan hanya menyerahkanmekanismenya terhadap orang yangditokohkan. Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Desa (APBDes) harusmelibatkan semua komponen masyarakatkarena unsur terpenting dari pembangunandesa adalah masyarakat itu sendiri yanglangsung berdampak terhadap pembangunandesa sehingga peran dan aspirasi masyarakatsangat dibutuhkan oleh pemerintah desasehingga program-program yangdirencanakan kedalam APBDes berorientasikepada kepentingan masyarakat. Dari sisianalisis struktur Anggaran PendapatanBelanja Desa (APBDes) di beberapa DesaKategori tertinggal di Kecamatan KintamaniKabupaten Bangli dapat disimpulkan bahwabelum mencerminkan APBDes yang berbasiskinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yangdiharapkan termasuk efisiensi dalampencapaian hasil dan keluaran yang disusundengan pendekatan kinerja mengutamakan
outcome dan output dengan tidak
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menyampingkan prinsip-prinsip anggaranyakni transparansi, akuntabilitas anggaran,efisiensi, efektifitas anggaran, disiplinanggaran dan keadilan anggaran sesuaidengan salah satu asas yaitu value for moneykhususnya pada indikator ekonomis yaitutidak mampu mempergunakan seluruhanggaran yang diperoleh untuk kegiatankepada masyarakat.
SIMPULANBerdasarkan pembahasan dan untukmenjawab permasalahan yaitu bagaimanadampak pengelolaan dan penggunaan DanaDesa terhadap pembangunan daerah, makadapat disimpulkan bahwa pengelolaan danpenggunaan Dana Desa tidak memberidampak signifikan bagi pertumbuhanpembangunan daerah dan nyatanya programpembangunan Desa tidak sinkron dengankebijakan pembangunan Daerah (RPJMDaerah). Dampak ini disebabkan Desasebagaimana diatur berdasarkan UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa, memilikikewenangan luas dalam menentukan rencanaprogramnya sehingga daerah kesulitanmengintegrasikan kebijakan programpembangunan. Oleh karena itu, untukmengintegrasikan program pembangunanDesa sinkron dengan kebijakan pembangunanDaerah diperlukan intervensi regulationPemerintah Daerah guna mengarahkanprogram Desa mengacu pada kebijakanpembangunan Daerah.
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